
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 136 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 120 
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAM BAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

Menim bang 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam u paya optimalisasi pelaksanaan p m rian 
Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai langkah 
mewujudkan d isiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan 
Pegawai, perlu d ilakukan penyesuaian atas be erapa 
ketentuan dalam Peraturan Bupati Ta sikmalaya 
Nomor 120 Tahun 2021 ten tang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Tasikrnalaya Nomor 127 TahLID 2022 
ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 

omor 120 Tahun 202 1 tentang Pemberian Tambahan 
eng as· an Pegawai; 

b. bahwa berdasarkan perti bangan bagaimana 
imaks am huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati ten tang Perubahan Kedua Atas era an Bupati 
Tasikmalaya Nomor 120 Tahu n 202 1 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemben tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lin gkungan Propinsi Djawa Bara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahu n 1950) sebagaimana telah diu bah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1 68 tentang 
Pembentukan Kabupa en Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) danl atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
danl atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

ndang (Lembaran egara epublik Indonesia 
T 2020 Nomor 134, Tambahan Le baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Un ang-Undang Nomor 1 Tahun 2 04 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R ublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L mba ran 

eg Republik In donesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang No or 2 
Tahun 2020 te tang enetapan Peraturan Pe erin tah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202 te tang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Sta ·Iitas istem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (C VlD-1 9) dan/atau Dalam angka 
Men hadapi ncaman yang Membahayakan 
Perekonomian Na· nal dan I atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang- ang (Lemba Negara 

e ub ik Indone ia ahun 2 2 omor 13 , Tambahan 
mb an Negara Republik I onesia omor 6516); 

n a g- n d N 5 T hun 2014 tentan A aratur 
Sipil Neg ra ( em baran Neg ra Republik In onesia 
Tahun 20 14 Nomor Ta b ahan Negara Republik 
Indo esia om r 494); 

6. Unda -Un dang Nom r 23 Ta hun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Lembaran e ara epublik 
Indo esia Tahun 20 14 mor 244, Tamb an Lembaran 
Negar Republi Indon esi Nomor 5587) se agaimana 
telah d iubah be er pa k Ii , terakh ir dengan s bagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan 
Ke ang n Antara Pemerintah Pusat da n Pemerintahan 

erah ( embaran Negara R publik Indonesia 
Tahu 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia omor 6757); 

7. Peraturan Pem rintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

e ub i n onesia a un omo 42, Tambahan 
L baran Negara Republik Indonesia Nom 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
D'siplin Pegawai N geri Sipi (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Le baran 
Negara Republik I donesia Nomor 6718); 

11. e ra ran Menteri endayagunaan Aparatur Negar dan 
Reformasi Birokra i Nomor 34 Tahun 2011 t n tang 
Pedoman Evaluas i J abatan; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 201 1 t ntang 
Pedom Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 
Negeri; 

13. Peraturan Mente ' endayagunaan Aparatur Nega a dan 
Reformasi Birokra' Nomor 39 Tahun 2 13 t ntang 
Penetapan Kela s \.J bata 1 Lingkun g n I stansi 
Pemerintah Berita Nega a Republik Indonesia 
ahun 2018 No or 1636); 

4 . eratu ran e teri endaya n aan Aparatur N g ra dan 
Reforma' Birokrasi Nomor 4 1 Tahu 2018 ten tang 
No en kla tur Jab tan Pelaks n a bagi P g wai Neg ri Sipil 
di Li gkungan In sta i P m erintah (e 'ta Negara 

epu ik Indonesia Tah n 20 18 omor If 7 3); 
1 . eraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tah n 2020 

t ntang Pedoman Tekni Pengel la an euangan Daerah 
Berit Negara publik lndon .s ·a ahun 2020 

Nomor 178 1 ; 
16 . Kepu tusan Men eri Dalam Negeri Nom o 900-4700 

Tah n 2020 e tang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri Terhadap Ta m bahan Penghasilan Pegawai 
Aparat r Si '1 Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

17. Peratu an Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 20 6 tentan g Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukun Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikma laya Tahu 2016 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 202 1 Nomor 3) ; 
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19. Peraturan Bupati Tasikrnalaya Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil eli 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikrnalaya (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2014 Nomor 37); 

20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 202 1 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Ta sikmalaya Tahun 2021 Nomor 119); 

21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 
ahun 2 tentang emberian Tam an Penghasilan 

P gawai Berita Daerab Kabupa ten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 120) sebagaiman t ah diubah 
den gan Pera turan Bupati Tasikmalaya No or 127 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikrnalaya Nom 120 Tabun 2021 tentang P m b 'an 

am an Pe ghasilan Pegawai (Berita aerah 
Kabupaten Tas 'kmalaya Tahun 2022 Nomor 128) 

PERATURA 
PERATU 
TENTANG 
PEGA 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI TENTAN PERUBAHAN KEDUA ATAS 
BUPATI TASIKMALAYA 120 TAHUN 202 1 

PEMBERIAN TAM BAHAN PEN HASILAN 

Pasal I 

Bebera a ketent dal Peratura n Bupati Tasikma laya om or 120 
Tahun 2 02 1 tentang Pem erian Tambahan Peng asila n Pegawai (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya T un 2021 Nomor 120) sebagaiman a telah eliuba h 
dengan P ratur n Bu pa ti Tasik a lay Nomor 12 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Ata s Per tu r' Bu pati Tas ikmalaya N n r 120 T n 2021 
tentang e erian Tam ahan Pen sil Pe awai (B . Daerah Ka bupaten 
Tasikrnal ya Tah n 2022 mor 128), diu bah seba gai b 'kut : 

1. Ketentuan Pasal 1 d iu bah sehingga erbun i sebagai b rikut: 

Pasal 1 

Dalam Perat ran Bup ti ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah B pati Ta s ikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah a bupaten Tasikmalay 
3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang m emimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi k ewenangan daerah otonom. 

4 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Da erah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

6. KineIja adalah hasil keIja yang dicapai oleh setiap pegawai pada 
organisasij unit sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku 
Kerja. 
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7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peIjanjian 
kerja yang bekerja pad a instansi pemerintah. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

9. Pegawai adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

10. Tambahan eng asi an egawai yang se anjutn disingkat TPP 
adal penghasilan di luar gaji yang diberikan kepa pegawaJ. yang 
m pakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan eny lenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang didasarkan pad a beban kerja, tempat 
bertugas, kondisi kerja, pre stasi kerja, kelangkaan profe i da / atau 
pertimbangan objektif lainnya. 

11. Jabatan Pi pin Tinggi a dalah sekelompok jabatan tinggi p da 
instansi pemerintah. 

12. Pejaba t Pimp in an Tinggi a dalah Pegawai ASN yang men d duki 
Jabatan Pimpinan Tinggi. 

13 . abatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yan berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta ad inistrasi 

emerint an dan pembangun 
14. . bat Ad inistrasi adalah P gawai ASN yang menduduki J batan 

Admin ' si pada instans' emer'ntah. 
15. bat n sional adal h seke ompo Ja a an yang e 'si fungsi 

an a erkaitan den n pe yanan ungsional yang erd sarkan 
ada keahlian dan eterampil tertentu. 

16. Pejabat ngsiona Peg ai ASN y men udu i ,Jabatan 
Fungsion pada i s si pemerin tah . 

17. ejaba Penilai a dalah atas langsung pegawai yang dinilai dalam 
p yus na dan enilaian as ran erja Pegawai. 

18, Basic PP a alaI erkalian an ara esaran jangan Kin Ij Badan 
P m erik a euangan per kelas d gan I deks Kapas' ta Fiskal 

a rah d I deks emahalan K n struks' ser ta Indeks 
enyelen aan Pemerintah Daerah. 

19. E aluasi a atan da ah atu ro es untuk menilai su tu jabatan 
sec a 's tem tis dengan m en gunakan kriteria-kriteria yang disebut 
sebag . faktor jabatan t ap informasi faktor . abatan untuk 
menentukan n ilai j batan dan kelas jabatan. 

20. Faktor Jaba an ad ah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu 
jabatan yang ter 'ri dari level-level. 

21. Nilai Jabatan adalah nilai mulatif dari faktor jabatan yang 
mempengaruhi tinggi re dah ya jenjang jabatan berdasarkan 
informasi jabatan. 

22. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang 
Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang 
meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara 
dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat 
persyaratan kualifikasi pekeIjaan dan digunakan sebagai dasar 
penggaJlan. 

23. Indeks Kesulitan Geografis adalah sarna dengan Indeks Kesulitan 
Geografis Desa terendah di kabupaten. 

24. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan 
masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah 
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dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah 
ditentukan dan belanja tertentu. 

25. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga terbaru yang 
menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu 
daerah terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata Nasional. 

26. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah jumlah indeks 
skoring variabel pengungkit dan variabel hasil terkait 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

27 . Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS, a alah do umen yang diterbitkan 0 eh engguna Anggaran 
untuk me ·rk dana yang bersumber dari Dokum Pelaksanaan 
Anggara n atau dokumen lain yang dipersamakan. 

28. p likasi Si tern Layanan A ministrasi Bir krasi Terintegr si yang 
se anjutnya disebut Aplikasi SADASBOR adalah alat ban be basis 
web untuk mengukur disipli an kineIja. 

2 . Laporan H ekayaan enyelenggara Negara yang selanj t ya 
disingka LHKPN adalah pora n dalam bentuk dokumen, te suk 
namun tidak terbatas pad a dokumen elektronik tentang uraian dan 
. nClan informasi menge ai Harta Kekayaan, data pribadi, 

nerimaan, pengeluaran, dan data lain nya atas Ha ta Kek yaan 
Penyelenggara Negara. 

2 . Ketent an a at (4 h ruf b Pasal 2 1 diubah, sehingga Pasal 21 be bunyi 
se agai ber· 

Pasal2 

(1) Pengurangan TPP ·lakukan apabila: 
a . P gu k m nen di ·plin ; 
b . Pengurangan ko pone kineIja; dan 
c . Pen gurangan omponen disiplin dan kin eIja. 

(2) Pengurangan k m pon n disiplin sebagaimana su d pada 
ayat (1 huruf ad· akukan terh dap: 
a. Peg wai yan te lambat m asuk eIja dan ida m en ·kuti apeI, 

dikenakan engurangan s bagai be ·k 

KET tTL) LAMA KETJC.I''LO..d~ 

TL 1 1 m enit s.d. <31 m enit 0 ,5 % 
T 2 3 m enit s.d. <6 1 men it % 
TL 3 6 1 m enit s .d . <91 m enit 1,25 % 
TL 4 ~ 91 memt dan a tau ·dak: 1,5 % 

mengisi daftar hadir 
masu kke ·a 

b. Pegawai yang pulang keIja sebelum waktunya, dikenakan 
pengurangan sebagai ber ikut: 

PULANG LAMA MENINGGALKAN 
PERSENTASE 

SEBELUM PEKERJAANSEBELUM 
WAKTU (PSW) WAKTUNYA PENGURANGAN 

PSW 1 1 menit s.d. <31 menit 0 ,5 % 
PSW2 31 menit s.d. <61 menit 1% 
PSW3 61 menit s.d. <91 menit 1,25 % 
PSW4 ~ 91 menit dan atau tidak 1,55% 

mengisi daftar hadir pulang 
kantor 
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(3) Pengurangan komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan terhada p: 
a. Pegawai yang tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian, 

dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 
1 (satu) hari tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian; 

b. Pejabat Penilai yang tidak memberikan persetujuan atau 
penolakan atas laporan pelaksanaan tugas harian pegawai yang 
dipimpinnya, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per 
seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak memberikan review; 

c. Pegawai yang telah membuat laporan pelaksana tugas harian, 
tetap i tidak d i reviu oleh Pejabat Penilai dianggap te ah membuat 
la poran pelaksanaan tugas harian. 

(4) Pen gurangan komponen disiplin dan kinerja seba gaimana d · aksud 
ada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap: 

a. Pegawai ng tidak m a su kerja tanpa keterangan pada bulan 
berjalan, dikenakan pen gurangan sebesar 3% (tiga per seratus) 
u n tuk tiap 1 (satu) h ari tidak masuk kerja; 
Pegawai yang nilai kin erja bulanan dengan predikat butuh 
perbaikan, cukup, kurang dan sangat kur g d ike akan 
pengurangan sebesar 5% (lima per seratus); 

c . Pegawai yang m enjalani cuti tahu n an ata u cuti karena alasan 
en ting melebihi 12 (ua belas) hari kerja, ikenakan 
e rangan sebesar 1 % (satu per seratus) per hari tidak m asuk 

ke j ; 
egawaI y g men· alani cuti besar a tau cuti melahirkan, hanya 

dikenakan engurangan sebesar 1,5% (sa koma Ii a per 
seratus) per h ari tidak rna uk kerja; 

e . Pegawai y menjalani cuti sakit elebihi 3 (tiga) ari kerja 
d lam sebulan, h a nya ik nakan pen rangan sebesar 1 Yo (satu 
per ser tus) per h ari t ·dak masuk kerja; 

f . P gawa i yang menjalani cuti sakit selam seb Ian enuh dan 
i u k tikan den gan su ra t keterangan dokte pem erintah, 

dikenakan pe gurangan ebe ar 20% (du pulu per seratus) 
tiap bulan un jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; 

g. j angka waktu uti saki sebagaimana d imaksud pada huruf f 
apa t ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila 

di erIu an, berda sarkan surat keterangan tim penguji 
keseh tan yang ditetapkan oleh peraturan perundang
undangan; dan 

h. Pegawai yang sed ng menerima hukuman disiplin. 

3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni 
Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal23A 

Pengurangan TPP berdasarkan komponen disiplin, komponen kinerja, dan 
komponen disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 21 
serta hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan/ atau 
jumlah berdasarkan akumulasi semua komponen pengurangan dan 
hukuman dis iplin, paling tinggi sebesar 100% (seratus per seratus) untuk 
setiap 1 (satu) bulan. 
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4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasa125 

(1) Sebagai dasar pembayaran TPP, Kepala Perangkat Daerah 
melakukan: 
a. pengajuan rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 
b. rekonsiliasi barang milik daerah. 

(2) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaku an dengan a a cara sebagai erikut: 
a. en elola kepegawaian setiap Perangkat ae mencetak 

rekapitula s i pembayaran TPP setelah d ilakukan pen ilaian yang 
bersumber ari Aplikasi SADASBOR; 

b . rekapitulasi sebagaim ana dimaksud pada ur f a 
ditandatangani oleh Kepa Perangkat Daerah; 

c . reka itulasi ya telah d itandatangani oleh Kepala Per gka t 
Daerah sebagaimana d imaksud pada huruf b sebaga i a sar 
pengajuan rekomen da s i kepada Ke ala Badan Kepegaw ian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

(3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Su ber Daya 
Manusia mener itkan rekomenda si berdasa rkan re a itulasi 

e agaimana . aksu pa a a a 2) huru c . 
(4) ekons· . s i Barang ilik Daerah d ilakukan se a gai .l aksud 

p a ayat ( f b dilakukan sesuai tent era turan 
p g- dang dan ituangkan dalam be rita aca a . 

(5) F rmat reka pitu as · embayaran TP , forma e omendasi da n format 
eri a acara s bagaimana dimaks pada ayat (2) huruf a , yat (3 ), 
an ay t (4) tercantum dal m Lampi a n II, Lampiran III, dan 

Lampiran IV y g meru akan bag·an tidak terpisahk dari 
Per t ran Bu a ti ini. 

(6) eka itu lasi pem bayaran TP d ilakuk ec m al apabila 
peni a ian tidak dilakukan m e1alu i SADAS OR dengan kondisi 
seb agaimana d · aksu d d a sal 20 ayat (5). 

(7) en ce a n reka itulasi secara m anual sebagai a a d im aksud pada 
a at (6), dengan m nggunakan forma t reka p itu lasi m anu al sesuai 
de gan plika s i SA ASBOR. 

5. Ketentuan asal 26 ayat diubah, sehin gga Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 26 

Berdasarkan rekomendasi an rekonsiliasi barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Bendahara 
Penge1uaran pada setiap Perangkat Daerah menerbitkan SPM -LS sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal27 

(1) Pembayaran TPP ditunda dalam hal: 
a. Pegawai ditahan pih ak yang berwajib u n tuk menjalani proses 

hukum dan I atau diberhentikan semen tara sampai dijatuhi 
hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap; 
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b. Pegawai yang wajib membuat LHKPN belumj tidak melaporkan 
LHKPN pada waktu yang telah ditetapkan; 

c. Pegawai menguasai atau memanfaatkan barang milik 
Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan 

d. Pegawai yang belum menindaklanjuti penyelesaian kerugian 
negaraj daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK 
atau Inspektoratj Aparat Pengawas Intern Pemerintah. 

(2) Dalam hal Pegawai yan g ditahan dan j atau dibebaskan sernentara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan tidak 
terbukti bersalah, maka TP ibayarkan kern ali sejak yang 
bersa gkut ditahan danl atau diberhentikan sem entara dengan 
m engesampingkan kinerja setiap bulan. 

(3) Pegawai seba gaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusu kan oleh 
Kepala Perangkat Daerah dalam daftar usulan penerima TPP. 

7. Ke entuan Pasal 29 . bah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal29 

(1 ) TPP dibayarkan sesuai denga n jabatan yang tercantum pad a Surat 
Keput san terakhir dan tercantu m dalam Larnpiran I yang 
rnerupakan bagian tidak te isahkan dari Peraturan Bupati iill . 

(2) TPP tidak dibayarkan kepa a Calon PNS dan ega a em erintah 
gan p rjanfan kerja. 

(3) kat yang _ rangkap Pelaksana gas· a b ta lain, 
enerima PP y g ebih t in ggi, ditamb 20% (dua pu l h per 

e a u s) dari TPP Y ng ebih re dah pada jab tan defin itif atau 
jabatan yang dirangkapnya. 

(4) ejabat etingkat yang me angkap Pe aksana Harian jabatan lain, 
enerima TPP d i jabatan d efinitif, dit bah 20 Yo (dua p luh per 

seratu s) dari TPP . abatan yang dirangkapnya. 
(5) Pejabat yan g m erangkap sebagai Pelaksa a Tugas, berada satu 

ti gkat di ba ah pejabat efmitif yang ber alang teta, hanya 
eneri a PP dari . aba tan ya g ter ting i. 

(6) Peja bat yang me a gkap sebagai Pe a sana Harian, berada satu 
tingka d i bawah eja bat definitif yang berha lan an sementara, 
men r ima TPP dari jaba tan d finitif, ditambah 20% (dua puluh per 
seratus) dari TPP . abatan yang dirangka pnya. 

(7) Pejabat y ng erhalanga n sementara dan tugas hariannya 
dilaksanakan leh Pelaksana Harian yang pelaksanaan tugasnya 
rnelebihi 1 (satu) bulan, rnaka berhak rnenerima TPP setinggi
tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari be saran TPP 
jabatannya. 

(8) TPP tambahan bagi pejaba t yang rnerangkap sebagai Pelaksana Tugas 
atau Pelaksana Harian jabatan lain dibayarkan terhitung mulai 
tanggal rnenjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian. 

(9) Besaran TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap sebagai 
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain dihitung 
proporsional berdasarkan banyak hari kerja menjabat dalam 1 (satu) 
bulan. 

(10) Pegawai yang mutasi danj atau promosi sebelum danl atau tanggal 
15, m aka be saran TPP yang diterima adalah besaran TPP di ternpat 
yang baru, sedangkan pegawai yang mutasi danl atau promosi 
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setelah tanggal 15, maka be saran TPP yang diterim a adalah be saran 
TPP di tempat yang lama. 

(11) Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan, TPP d ibayarkan 
penuh pada bulan tersebut kepada ahli waris yang sah. 

(1 2) Pegawai yang terlamba t masuk keIja dengan izin atasan langsungnya 
sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dapat mengganti waktu 
keterlambatan sesuai waktu keterlambatan setelah jam pulang kerja 
pada hari yang bersan gkutan. 

(13) Pegawai yang diberikan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, berhak 
menda a an TPP an mendapatkan hak-hak lainnya yang sah 
kec i h ega ian eta p S 'l ap) Kepala Desa. 

(14) Pegawa i pin da h an dari da erah lain dalam tahun a n ggaran berjalan 
idak diberikan TPP. 

(15) egawai sebagaimana dim aksud pada ayat (14) dapat d ib ik TPP 
apabila sudah dianggarkan cla n adanya ketersedia an anggaran. 

16 Calon PNS yang diangka t menj di PNS pada tahun anggaran berj an 
diberikan TPP apabila sudah ianggarkan dan adanya keterse .·aan 
anggaran. 

(17) Calon PNS yang diangkat m njadi PNS pada tahun anggaran be jalan 
sebagaimana ayat (16) dapat menerima TPP terhitung m lai pada 
bulan teranggark dalam APBD. 

(1 8) Hak cuti tahunan menjadi berkurang a pabi a pegawai ' m asuk 
erja engan alasan izin yang bisa dipertanggungjawa an da tidak 
ike akan ra gan P epanjang izin tid e bih i 12 (dua 
e ) hari ke . . 

(1 Tunjangan ketiga elas dan tunjangan ari raya diberi a n epada 
Pegawai sesuai kemampu an keuangan a erah dilakukan 

erdas kan ket n tuan peraturan perundang-undangan. 

8. Ket n tuan Lampiran I Pe a lr an Bu pati alaya Nom r 120 
Ta u 2021 ten ta <7 Pem beri Tamba a Peng a si an Pegawai 
seb gaima n telah di bah dengan Peraturan Bupa . Tasi alaya Nomor 
127 Tahu n 2022 t g eruba a At s Perat ran B pati Ta ikmalaya 
Nom . 20 T u n 2 1 e tan Pe berian Tambahan Penghasilan 
Pegaw i iub m enja i sebaga irnana tercanturn dala m L piran I yang 
merup an ba gian tidak erpisahka n dari Pera tu ran u pati in i. 

9. Setelah Lam pira n I Pera tura n Bupa ti Tasikm alaya Nomor 120 
Tahun 2021 entang em berian Ta baha n Penghasilan Pegawai 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 127 Tahun 202 2 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 20 21 tentang Pem berian Tambahan 
Penghasilan Pegawai ditamba h kan Lampira n IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Pera turan Bupa ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ill! dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

ingaparna 
.D e/ esembe:u 2 22 

Ditetapkan di Singaparna 
~~ia:=~llg!?;al 1 ft· Desember 2 22 

YA, 

BERITA DAERAH KAB PATEN TAS KMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 13"( 



LAMPlRAN IV 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
136 TAHUN 2022 
PEMBERIAN TAM BAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

REKONSILIASI BARANG MILIK UA£lnAD 

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH 
BULAN: TAHUN : ________ _ 
UNIT PENGELOLA BARANG : .... .... .. ..... ...... .... .. ... .... .. ... ......... ... ... ... . 

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun telah dilakukan rekonsiliasi 
Barang Milik Daerah antara Unit Pengelola Barang (UPB) dengan Bidang Aset Daerah BPKPD 
Kab. Tasikmalaya dengan hasil sebagai beriku t : 

NAMA SKPD TANAH PERALATAN OEDUNG & 
J ALAN, ASET KONTRUKSI 

& MESIN BANGUNAN IRIGASI, & TETAP DALAM AKUMULASI JUMLAH 

J ARINGAN LAINNYA PENGERJ AAN PENYUSUTAN ASET TETAP 

DRAF 202 .. 
BELANJA MODAL 

~ HIBAH MASUK 
::> 

~ 
MUTASI MASUK 

REKLAS MASUK 

KOREKSI TAMBAH 
J UMLAH MASUK/ J UMLAH 
TAMBAH 
HIBAH KELUAR 

MUTASI KELUAR 

~ 
REKLAS KELUAR 

:3 KOREKSIKURANG 

~ DlCATAT SEBAOAI EKSTRAKOM 

PENGHAPUSAN 
JUMLAH KELUAR/ JUMLAH 
BERKURANG 

DRAFT 202 ... 
-- -- -

I 



NILAI BURU ASET AKUMUL- JUMLAH 

UPB: PINJAM PENYUSUTAN PINJAM ATB AMORTISASI J UMLAH LAIN- ASI ASET EKSTRAKOM KET-
PAKAI 

PAKAI 
ASET ATB LAIN PENYU· LAIN-

SUTAN LAIN 

DRAFT 202 .. . 

BELANJ A MODAL 

HIBAH MASUK 
~ 

~ MUTASI MASUK 

REKLAS MASUK 

KOREKSI TAMBAH 

J UMLAH MASUK/ J UMLAH 
TAMBAH 

HIBAH KELUAR 

MUTASI KELUAR 

~ 
REKLAS KELUAR 

g KOREKSIKURANG 

~ DICATAT SEBAQAI 
EKSTRAKOM 

PENGHAPUSAN 

JUMLAH KELUAR/ J UMLAH 
BERKURANG 

DRAFT 202 .. . 
--



Catatan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 
1 Realisasi Belanja Modal 
2 Reklasifikasi Dari Aset Lain-Lain 
3 Mutasi Tamba h 
4 Mutasi Kurang 
5 U sulan Reklas Ke Aset Lain-Lain 
6 U sulan Penghapusan 

Laporan tersebut telah sesuai dengan data pada Bidang Aset BPKPD Kab. Tasikmalaya 
Demikian Berita Acara ini kami buat untu k dijadikan sebagaimana mestinya 

Kasu bag Umum dan 
Kepegawaian 

UPB : ____________ __ 

NAMA 
NIP 

Mengetahu i 
Kepala SKPD 

NAMA 
NIP 

Pengurus Barang 
UPB: ____________ __ 

NAMA 
NIP 

Mengetahui 
Kepala Bidang Aset Daerah : 

NAMA 
NIP 

y\\'~lVl.n.Ln. Y A, 
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